


NOMOR 1

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2010 SERI A

ﬁ_;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan

Mengingat : 1.

Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu adanya
pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam
penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten
Wakatobi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1989 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomar 589, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4844):

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

e oy Mo & T o1
dang-Undan . _
Eef:iarffgraugidafa (Lembaran Negara Republik "I]{iﬂn:bslli:
Tghun 1683 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 3258),

Tata Cara

intah Nomor 108 Tahun 2000 tentang ‘

121 §E:?e::ml:.r:§nam?:ban Bupati (Lembaran Negara R:pul;lrl;
in?ione%?a Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Neg

Republik Indonesia Nomor 4027},

2000 tentang

intah MNomor 108 Tghun )

= E:?L::Lign F!f:::ea?tgan Bupati dan Wakil Bupati fli__em;ﬁ:::
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor 210, Tam

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

i tang Pajak
ntah Nomor 85 Tahun 2{131_ ten
W Feraiui:arEL:;E:rr;n Megara Republik Indonesia '[ahun Zug;
ﬁi;rgr 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone

Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

i i@ Tahun 2001
baran Negara Republik Indonesia T ‘
Eg;rgp ‘1{1LE;mTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta!‘uun 2004 tentang Tﬁiﬁ
-Pmtﬂkuler.dan Keuangan Pimpinan dan Nﬂng?: Heoitm
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Legabaran v
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lem o fiegee
Republik Indonesia Nomor 4417) sebagalamana h e
tig: kali terakhir dengan Peraturan F*emenntaht Nr:_'nu; £
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraup i
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan m'l b
Pimpinan dan Anggota Dewan F’er_wakt an +ib
FﬁeuanﬁaFLemharan Negara Republik Indonesia Tahun i
Egﬁ'lrir 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Nomor 4712),
i Tahun 2005 tentang
Pemerintah Nomor 23
" oo KGuargan Batan Lyaan, Ui (srbar
Republik Indonesia Ta : ,
'I:I:E'I?:-r:ran rﬁegara Republik Indonesia Nomor 4502);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun * 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20086 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 _tenting D:g?;isr:
_ Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones o B
2007 gNumur 88, Tambahan Lembaran MNegara D

Indonesia Nomor 4741);

Tahun 2008 tentang Urusan

ran Daerah Nnmorla : .

= Ezﬁg:intahan yang menjadi Kewenangan PngT:r?TNgE:tr:b ;
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupa

Tahun 2008 Nomor 3);

tang Susunan

Nomor 4 Tahun 2008 ten :

= Peratu_raar;i I-;:I}:sr?l'r;ta Kerja Sekretariat Daerah dan SEEE:tﬁti
s Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten W s
R%evr:ﬂa;aran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4);

tentang Susunan

rah Nomor 5 Tahun 2008 _

= E?rztr?irszli g:ﬁ Tata Kerja Dinas Daerah KabuPE;EE:; {Ju:‘lilﬁa‘;ﬁbl
{L;gmharan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 20 :

8 tentang Susunan

aerah Nomor 6 Tahun 200

= F'eratui;aar;i Ean Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Pe\rﬁnl?;:;
Dg]danl dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Vva <
Etemaharan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);

tang Susunan
h Nomor 7 Tahun Eﬂﬂﬂ_ Iten _
= F'erat;r;;r;i D::r:a Tata Kerja Saiuant Polisi '|=":.!m"|e.‘.'+n?n GFF’;?;a

ﬁh?n}:baran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 No :

Susunan
erah Nomor *8 Tahun 2008 tentang
> E?rztr:};aali 5:11 Tata Kerja Kecamatan dan K&Iurarggr_mr ::E#F;égg
Wagkatubl (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Nomor 8);
34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Zil:r?snt:nttgzﬁ
" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, s:bagz g
diubali’ dengan Peraturan Menteri Dalam eg:ﬂ B
| -T hun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan en
NZgari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng

Keuangan Daerah;
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DEWA
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11.

12.
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14.

15.

16.

17

18.

19.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan
dalam Sistem Negara Kesatuan Repuplik Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
ala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah. '

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. *

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD,

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKFPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
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n Anggaran Pemerintah
; Daerah i -
uk dengan keputusan Bupati dan dipilmﬁinﬂﬁ?ﬂﬁmﬁﬁfdﬁmh &
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mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

43, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

34, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
merupakan-program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

35. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

36. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) selaku Bendahara
Umum Daerah.

37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur.
38. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan

tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.

30. Kegiatan Multi Tahunan (multi yeard) adalah suatu kegiatan yang secara teknis
diukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanaan lebih dari 1 (satu)
tahun anggaran.

40. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

41. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun Yyang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.
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54 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

56. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
Perundang-undangan.

56. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dar
Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah
daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

57. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentasi untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

58. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

59. Dana Alokasi Knhusus yang selanju
dari pendapatan APBN yang dial
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yan

sesuai dengan prioritas nasional.

0. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing,
Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah Pusat,
Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah
atau dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang tidak
perlu dibayar kembali.

61. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

62. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.
63, Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

64. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

65. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

i Anggaran Pendapatan dan
untuk mendanai kebutuhan

tnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber _
okasikan pada daerah tertentu dengan tujuan
g merupakan urusan daerah dan
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66. Pinja
jaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima

sejumlah uang atau menerima manf: ilai i
daerah dibebani kewajiban untuk maiaéaiiﬁgk;eﬁrggﬁi R eningg2

67. Piutang Daerah adalah jum
dan/atau hak Pemerintah

peg‘arqjjan atau akibat lai
akibat lainnya yang sah.

lah uang yang wajib diba i

yar kepada Pemer,
Daerah yang dapat dinilai dengan uang Sengjﬂ:;rbﬂ
nnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau

g N

Peraturan Perundang- janj
bar ang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang

69,
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampun

memerlukan dana i i
iy relatif besar yang tidak dapat dipenuhi

g kebutuhan yang
dalam satu tahun

meningkatkan kemampuan i
masyarakat P Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

71. Dokumen Pelaksanaan An
) ggaran Satuan
dbsmglkat DEI}-SKPD adalah dokumen yl:{:
pembiayaan yang digunakan seba
anggaran.

rja Perangkat Daerah yang selanjutn

a
e ng memuat pendapatan, bEFEII'IjéI d;n
gai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

Pendapatan, Pengel
Daadals gelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum

73. Dokumen Pelaksanaaan P
: ! erubahan An ;
g Sl et DPPA KD S o o e D
Pelaksanaapen apalan, belanja dan pembiayaan yang digunakan Uabmr!.rbahan
n perubahan anggaran oleh pengguna anggaran sebagai dasar

74, An [
ﬁggsﬁga:asaidalal_dakumm perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
e e perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk 5
na yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap ;;ggditur

75. i
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dok

menyatakan tersedi
penerbitan SPP. ianya dana untuk melaksanakan kegiatan seb

umen yang
agai dasar
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76 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

77 Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan,
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

78. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-
UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (refolfing) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran lengsung.

79. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
pembayaran langsung.

80. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang

 bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan

uang persediaan.

81 Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKFD.

82. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalal
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggarar
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

83. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UF
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguns
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yan(
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

84. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM
GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguni
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yan,
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan

Persediaan yang selanjutnya disingkat
oleh bendahara pengeluaran untuk
dengan
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85. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat

B6.

87.

as.

89.

81.

a2,

83,

B4,

85.

. Pengawasan fungsional

SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranfkuasa
Pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dan jumiah batas pagu uang persediaan yang
telah ditetapkan sesyai dengan ketentuan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjulnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai,

adalah kegiatan Peéngawasan yang dilakukan oleh
Badan/Unit Yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan melalui
pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD
terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas. wewenang dan haknya.

Pemeriksaan adalah salah saty bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang
dilakukan dengan cara membandingkan antara F'eraturanfrencanafpmgram dengan
kondisi dan/atau kenyataan yang ada.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SAKD adalah sistem
akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka
pelaksanaan APBD sesuaij dengan standar akuntansi Pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk
menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesua
dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan,

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit
kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

14

lakukan
i keuntungan dan dalam me

' ijual tanpa mengutamakan mencar iy
La:;a{::ﬁy?;;atsarﬁ:n pada prinsip efisiensi dan produktivitas

t
BAE Il
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

S i n Daerah dan
ie:vajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintaha

membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan daerah,

B jihak lain berupa uang, surat
[ endiri atau oleh piha ber
s diiet;ig jlrt?«ia-:;‘;alanﬂg|!'.msl!rf;l::ashe:ic-hak lain yang gapath_d;';:’!ai dengan uang,
?ﬂ?;ﬁ kpekayaarn yang dipisahkan ps.m:.l.g. perusahaa:"im B:TEII:' ;E.larah i
lai i h Pemerinta
ihak lain yang dikuasai ole . s
KE:::;?;gglrzzn tugas ;emen‘ntahan Daerah dan/atau kepentingan u
pe

& Pasal 3

a. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah;

Azas umum pengelolaan keuangan daerah;
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
Struktur AFPBD;

Penyusunan APBD;

Penetapan APBD;
Pelaksanaan dan perubahan APBD;

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

Penatausahaan Keuangan Daerah;
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|- Akuntansi Keuangan Daerah:
k. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:
I Pengendalian Defisit dan Penggunaan Su;'plus APBD;
m. Pengelolaan Kas Umum Daerah; |
n. Pengelola Piutang Daerah:
0. Pengelolaan Investasi Daerah
P. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
g. Pengelolaan Dana Cadangan;
r.  Pengelolaan Utang Daerah;
S. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;
t.  Penyelesaian Kerugian Daerah; dan |
u. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Bagian Kedua
Azas Umun
Pasal 4

(1) Pengelolaan K
euangan Daerah
perencanaan, pelaksanaan, penatazgz:.lah KaHeN!
pengawasan keuangan daerah, aan, pela

ruhan kegiatan i
yang meliputi
poran, pertanggung jawaban gan

(2) Keuangan daer. - .
ah dikelola sec ;
undangan, efekti ; ara tertib, taat pada Pera
mempgrhatii::t:zl;sﬁ:mn'. ekonomis, transparan da?m b:rtap turan  Perundang-
eadilan, kepatutan dan manfaat untuknngg:;agr;iwtah Cengan
at.
Pasal 5

a Terti
ertib, bahwa keuangan daerah dikelola secara

didukung dengan bukti- tepat waktu dan tepat guna yang

bukti b .
ukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan:

b. Taat pada Perat
uran Perundang-
h g-undangan
arus berpedoman pada Peraturan Fenﬁdén?ﬂ::aﬁgzﬁﬁlnlaan keuangan daerah

L=

h. Keadilan, bahwa keseimbangan distribu

ang maksimum dengan masukan tertentu
terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
n dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada

Efisien, bahwa pencapaian keluaran ¥y

atau penggunaan masukan

Ekonomis, bahwa perolehan masuka
tingkat harga yang terendah;

Transparan, bahwa prinsip keterbukaan yang
mengetahui dan mendapatkan akses informasi

memungkinkan masyarakat untuk
seluas-luasnya tentang keuangan

daerah;

Bertanggung  jawab, bahwa perwujudan kewajiban  seseorang untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
gka pencapaian

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam ran

tujuan yang telah ditetapkan;
si kewenangan dan pendanaannya

dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan

yang obyektif;
Kepatutan, bahwa tindakan atau suatu sikap yang dilakukan denga
pmp:-rsinnal;
Manfaat untuk masyarakat, bahwa keuangan daerah diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

n wajar dan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksénakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-

Pasal 7

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
aan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 8

Pemegang Kekuas

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkal
sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaar
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuanga

daerah kepada :
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b. Kepala SKPKD selaku PPKD: dan

c.

(2) E?":r:'?gahan sebagian atau seluryh kekuasaa

) asarkan pada prir!sip Pemisahan kewena
Nguji dan yang menerima/mengeluarkan uan,

(3) Pelimpahan kekua :
Keputusan Bupati.

(4) Pemegang kekuasaan pengelolaan
ayat (1) mempunyai kewenangan -

a.
b.

c.
d.
e.
f.

(1) Sekretaris Daerah selaky koordinator

dimaksud dalam P
ok membantuasa' 8 ayat (1) huruf a berkaitan den

Penyelenggaraan urusan
y Pemerintahan Daerah termasuk pen

Kepal j
pala SKPD selaky Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah

n sebagaimana dimaksud
pada ayat
ngan antara yang mennerlntahk;n.

S@an sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan

keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD:
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah:
Menetapkan Pengguna anggaran/pengguna barang; |

Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan tlnang dan piutang

Menetapkan pejabat
daerah; dan

Menetapkan pej
A jabat yang b i1
Memerintaikan pembays rgn. ertugas melakukan Pengujian atas tagihan dan

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal g

yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
gan peran dan fungsinya
dan mengkoordinasikan
gelolaan keuangan

Bupati menyusun kebijakan

EEJ S [ I
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dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :

a.
b.
C.
d.

f.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;
Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APED.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris Daerah mempunyai tugas .

b

G
d
e

Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKFD;

Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 10

(1) Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Melaksanakan fungsi Bendaharan Umum Daerah,

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APED; dan
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan cleh Bupati.
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(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:
b.  Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
¢. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:
d

M " : : . :
kaserndgznmk:;n petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.  Menetapkan SPD;

Pemerintah daerah: pinj n pemberian pinjaman atas nama

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah:
i.  Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

L

|.  Melaksanakan kebijaka
ey ijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

(3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah menuniuk ejabat dili
; at dil
kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa !JEUD? J TR AR

(4) PPKD bertanggung . jawab atas pelak . )
Sekretaris Daerah, pelaksanaan lugasnya kepada Bupati melalui

. Pasal 11

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa i
o Keobiae Bt m Pasal 10 ayat (3) ditetapkan

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menyiapkan SPD:
¢. Menerbitkan SP2D:
d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e.

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pen
geluaran APBD oleh
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; il

=

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APED:
g. Menyimpan uang daerah:

20

(3)
(4)

h. Melaksanakan penempatan uang
investasi daerah,

j. Melaksanakan pemberi

daerah dan mengelola/ menatausahakan

Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran

atas beban rekening kas umum daerah;
an pinjaman atas nama Pemerintah daerah;
k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
| Melakukan penagihan piutang daerah.
Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD. 2
i i [ d pada ayat (2), dapa
[ enang selain sebagaimana dimaksu !
giﬁmpait:: :::ada gejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelolaan
keuangan daerah.
Pasal 12
lainnya dilingkungan SKPKD untuk

i da pejabat
PPKD dapat melimpahkan kepada Pejs ‘
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut

(1) Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran/Feng

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
Menyiaﬁkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
Daerah;
Melaksanakan sistem akuntansi dan
Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta peng
milik daerah.

atas na:ﬁa Pemerintah

pelaporan keuangan daerah;

hapusan barang

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Pasal 13
guna Barang bagi SKPD yang

dipimpinnya. |
(2) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimane
dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas :

s Menyusun RKA-SKPD;

21



b.  Menyusun DPA-SKPD:

¢. Melakukan tindakan
belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya:

e Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran:

f. Menandatangani SPM;

g. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

h. Mengadakan ikatan/perjanjian

kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan:

i dimaksud
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana

: ngakibatkan
yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran a Melakukan tindakan yang meng

pada ayat (1) meliputi :
pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

it kerj ipimpinnya;
aran unit kerja yang dipimpl |
o an dan memerintahkan pembayaran;

i ih
R kerjasama dengan pihak lain dalam batas

adakan ikatam‘pp;jan]iant
gﬂrfgr;garan yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM-LS dan SPM-TITJ', | .
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dip
en

£ anggaran.
dipimpinnya; kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat F'E"g:;:g siiagalmana dimaksud pada
sa pengguna engguna
). Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab § () Kuasa pengguna anggaran/kuasa p tugasnya kepada p
SKPD yang dipimpinnya;

an
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksana

engguna barang.
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD anggaran/pengg

yang dipimpinnya;

Bagian Keenam D
iatan SKP
I Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Pejabat Pelaksana Teknis Keg
M. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya Pasal 15

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan

n. Bertanggung jawab
Sekretaris Daerah.

na
ng dan kuasa penggu
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna met:aaizzagakan program dan kegiatan

dalam
anggarankuasa penggune PEEI °TakPD selaku PPTK

atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui

; jabat pada unit . avat (1)
" dapat menunjuk pgja imana dimaksud pada ayat (
Bagian Kelima 2) Pelimpahan sebagian kewenangan gis%l;aagt:;\r? anggaran kegiatan, beban kerja,
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (£) berdasarkan pertimbangan hompetenrﬁj banan abject lainnya.
Pasal 14 lokasi danfatau rentang kendali dan pertim

una anggaran/pengguna barang

: tas pelaksanaan
(1) Pejabat pengguna anggaranipengguna barang dalam m nggung jawab atas p

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada
anggaran/kuasa pengguna barang.

i n
(3) PPTK yang g_ltungzd dp?arr:!a p:;zl:a:ﬂpebeiga
imana dimal ]
::gb:s.grﬁ:ranﬁepada pengguna anggaran/pengguna barang

/kuasa pengguna barang
L asa pengguna anggaran/ elaksanaan
Wl FERE pon0 d?rﬁjgﬁanﬂelazg a‘fapt‘e{‘l} bertanggung jawab atas p
sebagaimana di

na barang.
tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa penggu
ug |
(5) PPTK mempunyai tugas mencakup :
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; _—
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

elaksanakan tugas-
3 dapat melimpahkan sebagian
SKPD selaku kuasa pengguna

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran S
yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi,
pertimbangan objektif lainnya.

tersebut pada ayat (1)
KPD, besaran jumiah uang
rentang kendali dan/atay

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimal

ksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD,
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: BN anggarg
Whycrs egiatan ggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan
umen angga
dokumen admgglsﬁgs,feb?gflmana dimaksud pada ayat (5) h

persyaratan Mbararang an maupun dokumen administral uruf ¢ mencaky
undangan, yang ditetapkan sesuai dengan ;;t::ﬁafr;alt dengan
erundang-

. Bagian Ketu

Pejabat Penatausahaan Hj:::&ngan SKPD
Pasal 16

(1) Untuk melak
sanakan an ;
menetapkan pejabat ggaran yang dimuat dal
sebagai PPK-SI'{EPD, yang melaksanakan fungsi I;aigrI usgrf: \

(2) PPK-

SKPD, kepala SKPD
k&uangan pada SKPD

8. Meneliti kelen
gkapan SPP-LS
oleh bendah Pengadaan
. Do : Iam pengeluaran dan diketahuif?ﬂ?:?u?u?gllr{agggan
, dia :
tunjangan F'angkapan SPP-UP, SPP-GU, spp :
serta penghasilan lainnya -TU dan SPP-LS gaji dan

ketent |
uan F'erundaﬂg—undangan yang diajuka ol e et tengen

9 disampaikan

i

d. Menyiapkan SPM:;
€. Melakukan verifikasi har

) kasi harian atas Penerimaan:

Melaksanakan akuntansi SKPD- dan

9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
(3) PPK-SKPD tidak boleh -

Pemungutan penerimaan merangkap sebagai pejabat y

negara/dagra ang bertugas melakukan

h, bendahara dan/atay PPTK.

Bagian Kedelapan

rimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 17

Bﬂ'ﬂ-ﬂi hara Pﬂﬂe
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(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan

dan  penjualan jasa  atau bertindak  sebagai penjamin  atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerima pembantu
dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

(6) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD yang
mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan soaial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. #

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Azas Umum APBD

_Pasal 18
(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi didanai dari APBD.

(2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah.

(3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya
tujuan bernegara.

(4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi dan
pengawasan.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban
daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.
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Pasal 19

gaimana dimaksud da
erah menjadi dasar

(1) Fungsi otorisasi seba
bahw::l anggaran da
belanja pada tahun yang bersangkutan

(2) Fungsi perencanaan

. sebagaimana di
arti bahwa  anggaran gaarahna dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) mengandung

m : menjadi :
o erencanakan kegiatan pada tahun ranlg hrersp::;kmu?aq'n bagi mansjemen  dalam
ungsi alokasi sebagaim '
bahwa anggar ana dimaksud dalam Pasal 18
el l?rgn an daerah harus diarahkan untyk ayat (4) mengandung arti
gurangi  pengangguran dan menciptakan  lapangan

meni iensi
ningkatkan efisiensi dan efektivitas pereklf:un:nt;:;man sumber daya, - serta

(4) Fungsi distribusi -
sebagaimana di
bahwa kebii maksud dalam Pa
ebijakan anggaran daerah harus m sal 1g“ak};it {:; s:a;gg:;cr:'ung arti
emperh ilan dan

lam Pasal 18 a
yat (4) me [
untuk rnelaksanakan} mﬁ%ﬂﬁ:gd:m

kepatutan,

alat untuk m i
amental perekonomian daerah, amefers_dan

dim Pasal 18 a
aerah menjadi pedoman untuk manilz?ta{;iuknggniggguh?ﬁ

: 2 erin
ditetapkan, tah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
. Pasal 20
(1) Penerimaan da TN i
by erah terdiri dari pendapatan daerah dan Penerimaan pembia
yaan

(2) Jumlah Pendapatan
perkiraan yang teruky
pendapatan,

(3) Pendapatan
ketentuan Pe

daerah yang dian
goarkan
raturan Perundang-undangan?alam

(4) Penerimaan pembia
penerimaan yang
bersangkutan maup

APBD harus berdasarkan pada

yaan sebagaimana dj
periu  dibayar kEmba:?aksm

un pada tahun-tahun angg

pada ayat (1) adalah
baik pada tahun S
aran berikutnya, anggaran yang

9 P Pasal 21
eluaran d G
daerah. aerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembi
ayaan
26

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam
pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar
hukum yang melandasinya.

(3) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap jenis belanja.

Pasal 23

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus
berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBD.

Pasal 24
(1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

(4) Satuan uang dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD
adalah mata uang rupiah.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 25

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
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a. Pendapatan daerah;
b. Belanja daerah: dan
¢. Pembiayaan daerah,

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab

melaksanakan urusan Pemerintahan tersebut sesyai dengan Peraturan Perundang-
undangan:

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan Pemerintahan dan organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 25 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang

menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan
tidak periu dibayar kembali oleh daerah,

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi
semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah ¥ang mengurangi ekuitas
dana, merupakan kewajiban daerah dalam saty tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah,

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf ¢

meliputi  semua transaksi keuangan untuk menutup  defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. .

Pasal 27

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dirinci

menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek pendapatan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dirinci

menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok,
jenis, obyek dan rincian obyek belanja;.

(3) Pembiayaan dasrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf ¢ diringi

menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek pem biayaan.

(4) Urusan Pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, ienis,

obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kode
tersendiri.

28

(#) Pendapatan, belanja dan

i i da ayat (2)
(#) Untuk tertib penganggaran, kode sebagaimana dimaksud pada ay

(1) Untuk memenuhi kebutuhan objektif

pembiayaan sebagaimana dimaksudkcpjgate-:zsy:;d{i:i} dan
[ i an daerah dengan ;
ayat (2) merupakan bagian dari akun keuang P
i isebut kode rekening.
menjadi satu kesatuan yang dis i semi l;’egii?;i:
ambahan kode

isti Megara, perubahan dgn penan Mgl
mfusﬂ?:kﬁﬁﬂéﬁ:teaﬂﬁnwﬁa daerah sebagaimana dimaksud pada ay
inclan :

L:Ltur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah
Pasal 28
at (1) huruf a
Pandapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (
mndapal
illkslompokan atas : /V7

# Pandapatan Asli Daerah;

b Dana Perimbangan; dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pasal 29

da Pemerintah
ikan kewenangan kgpa
u:;n;“afng::?mmi daerah sesuai dengan potens

it

[ h bertuj

1) Pendapatan Asli Daeran
Y Dmerah untuk mendanai pelak o0
daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

i i tan yang terdirl
Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan y
(2) Kelom
nlas
#. Pajak Daerah;

b Retribusi Daerah;

- —
¢ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

; ——
ibusi h sebagaimana dimak:
' rah dan Retribusi Daera i
- ;{I:I:.IBI' :aézl:'l lﬁfm‘ b dirinci menurut qt;yeljanp;eer}gzpatan ses
Pajak Daerah dan Retribusi , | '
e o kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksu
an

' lola mencakup:
e ;:gl: ;:éitnfgfzgfuf ¢ dirinci menurut obyek pendapatan yang

ud pada ayat (2)
dengan Undang-

0



(1)

a. Bagian laba atas penyertaan modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
b. Bagian laba atas

: penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN:
an

C. Bagian laba atas penyertaan modal
kelompok usaha masyarakat,

(5) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah

(2) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak
termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara
lain :

pada Perusahaan Milik Swasta atau

a. Hasil penjualan keka
angsuran/cicilan;

Jasa giro;
Pendapatan Bunga;

yaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

Penerimaan atas tuntutan gant kerugian daerah:

Penerimaan komisi,
penjualan dan/atay pe

b.
A
d.
e potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
Ngadaan barang dan/atay |asa oleh daerah:

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; ’
Pendapatan denda atas keterlambatan
h. Pendapatan denda pajak;

I Pendapatan denda retribusi:

pelaksanaan pekerjaan:

j- Pendapatan hasi eksekusi atas jaminan;
k. Pendapatan darj pengembalian;
. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidi

kan dan pelatihan:
n. Pendapatan dari

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 30
Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas :
a. Dana bagi hasil:
30

(4) Dana bagi hasil yang bersumber

b. Dana alokasi umum; dan

c. Dana alokasi khusus.

dan bukan pajak.

i mencakup :
(3) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang

a. Bagi hasil pajak; dan

; i jak.
b Bag! hasl bukan pess dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a terdiri atas ! oo
jak Bumi dan Bangunan : |
2- Z:l: Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BF::T:L o
| Pajak Penghgsilar; ll[ngPh} Pasal 21 dan Pasal 25 s
Da;ml :ngﬁr;::; bersumber dari bukan pajak sebagaiman
o E;:tata}ar?uruf b berasal dari :
a. Kehutanan; a’
b. Pertambangan Umum; : &
c. Perikanan; .
d.
e

a dimaksud pada

Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan Gas Bumi;

f. Pertambangan Panas Bumi.

dalah

i i da ayat (1) huruf b a

i bagaimana dimaksud pa _ et

I mmaﬁérﬁﬂﬁﬁ%ﬁ?pﬁdaﬂaatan APEN yangttgﬁéc;ks?slkan untu
gzgﬁtgsgr? Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentr ;

i Dana Alokasl
is Dana Alokasi Umum hanya terdir atas objek pendapatan
{7y Jenis Da
Umum,

() Dana Alokasi Khusus {DAKI} :-;@.r::_:I
dana yang bersumber dari pe coyilich
mendanai kegiatan khusus yang m
prioritas Nasional.

aimana dimaksud pada gyat {1) huruf :::g:::ﬂ
ag tan APBN dengan tujuan untuk m Mt
s urusan daerah dan sesual deng

3



g 5 ;
(9) Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut

yang ditetapkan oleh Pemerintah. objek pendapatan menurut kegiatan

Pasal 31

Kelompok lain-ain

pendapatan d :
mencakup : pa aerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan y
ang

a. Hibah berasal dari .
Al Pemerintah, p ;
Organisasi swasta dalam N, Femerintah Daerah |ai
j n ainnya,
luar negeri yang ”dﬂkmengiegerkat I, kelompok masyarakaﬁpernr:ngagagggﬂ::;ﬁg;

b. i
Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka

aki
kibat bencana alam; Penanggulangan korban/kerusakan

c. D s
d Dana bagi hasil dari Provinsi kepada Kabupaten: A
- Uana penyesuai ' (&

i kY uaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh p
Buangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah Iai e
innya,
Pasal 32 ¥

Hibah sebagaimana di
berasal dadi e n?e{:m?hsug dalam Pasal 31 huruf a adalah peneri aera
~gara asing, badan/lembaga asingma?:-:c?a /l hint.
) n/lembaga

internasional, Pemeri
e 1, nntah, badan/lembaga i
ntuk devisa, rupiah maupun harang diil;‘aarpa negeri atau perorangan, baik dalam

pelatihan yang tidak periy dibayar kembali.

: Pasal 33

(1) Penﬂa_patan Hibah seb
yang tidak mengikat.

=t galmana dimaksud
a . pada ayat .
Peranjian hibah antara Pemerintah l'}aer:h d;;}p:rl:rﬂ::igg;ghdafam L ATkl

(@ Hisit setscapiass &
perjanjian, gaimana dimaksud pada

agaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan bant
: uan

ayat (2) digunakan sesuaj dengan naskah

Pasal 34

(1) Dana bagi hasil dari proyi
Sl dan provinsi sebagai .
bersumber dari pajak daerah prwingggarmana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢

(2) Jenis dana bagi hasil
mencakup :

pajak d e i
Jak aaerah provinsi dirinci menurut objek pendapatan yang

}u‘
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U jasa, termasuk tenaga ahli dan

| hasll Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air

hoh
il.sNKH-KAM.
Magl Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBEBKB);
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

i
d  Magl hasil Pajak Pengambilan dan

Parmukaan
Pasal 35

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

jmidapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

(#) Melribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah,
wndapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan
dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau

pkayann daerah yang tidak
pandayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan

pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD. C%
Vs @Jﬁ

Bagian Keempat (QW

Belanja Daerah
Pasal 36

(1) Delanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan walib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau

antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perdndang-undangan.

(1) Pajak dmerah, hasil pengelolaan

(#) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
aerah yang diwujudkan dalam bentuk

dalam upaya memenuhi kewajiban d
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
dupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
i kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal

(1) Peningkatan kualitas kehi
b Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan

diwujudkan melalui prestas
berdasarkan urusan waji
Perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
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(2) Klasifikasi belanja menurut

mencakup

a.
b.
C.
d.
e

I

g.
h.

ﬂﬂ'ﬂo:;_ﬂ_‘_‘

in

c

X E =

Pendidikan;
Kesehatan;

Pekerjaan umum:

Perumahan rakyat;

Penataan ruang;

Perencanaan pembangunan:

Perhubungan;

Lingkungan hidup;

Pertanahan:

Kependudukan dan catatan sipil;
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

. Sosial:

Ketenagakerjaan:

Koperasi dan usaha kecil dan menengah:;
Penanaman modal:

Kebudayaan:

Kepemudaan dan olah raga;

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian:
Ketahanan pangan;

Pemberdayaan Mmasyarakat dan desa;

Statistik;

Kearsipan:

Komunikasi dan informatika;

34

urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

keuangan daerah,

: b

Parpustakaan.

h Hlusifikasl belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ menoakup
A Pertanian;
b Kehutanan,
8 Energl dan sumber daya mineral,
d. Pariwisata;
8. Kelautan dan Perikanan;

- | Perdagangan,

)

- Te ~s as e

g Industri
l. Ketransmigrasian.

felanja menurut urusan Pem
bidang tertentu yang dapat
Pemerintah Daerah yang ditetapkan denga
dijabarkan dalam bentuk program dan kegia
yfusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 38

kasl belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan

fpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :
Palayanan umum,
Ketertiban dan ketentraman;
Ekonomi;
Lingkungan hidup,
Parumahan dan fasilitas umum;
Kasehatan;
Pariwisata dan budaya;
Pendidikan; dan
Perlindungan sosial.
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erintahan yang penanganannya dalam bagian atau
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan
n ketentuan Perundang-undangan
tan yang diklasifikasikan menurut



Pasal 39

Klasifikasi belanja menurut

; ; organisasi i i
disesuzikan dengan sy, ganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

N organisasi Pemerintah Daerah.

1 | ‘ Pasal 40
(1) Klasifikasi belanja menurut Program dan kegiatan

Pasal 27 ayat (2) di - sebagaimana di
s imaksud
kewenangan dae:-ar{ esuakan dengan urusan Pemerintahan yang m:ﬁ;:ﬂ'

(2) Dalam rangka sinkronisasi program dan ke

daerah, daftar program :
disesuaikan dengan porkerin. Jatan

giatan Pemerintah dengan Pemerintah

ebagaimana di
bangan dan kebutuhan daeraﬁl.maksud pade. aym ”}.

Pasal 41

(1) Belanja i
ja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung; dan
b. Belanja langsung.

(2) Kelom ja ti
pok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
] a

a ka

(3) Kelompok belanja fan

gsung seb :
merupakan belanja yang diagggarkagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Program dan kegiatan serta o :n terkait secara langsung dengan pelaksanaan
_Paragraf 1
Bﬂlaﬂja Tidak Langﬁung
Pasal 42

Kelompok belanja tidak lan
i : gsung sebagaim im
@ dibagi menurut jenis belanja !fagng targ;! d:r? dimaksud dalam Pasal

a. Belanja pegawai:
b. Bunga;
€. Subsidi:
d. Hibah;

41 ayat (1) huruf
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Baniuan soslal;

Halunja bagl hasil,
Hanlusn keuangan; dan
Balunn tidak terduga.

Pasal 43

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan
llanjn kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya
ang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan
wleniuan Perundang-undangan,

{(#) Uung representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
lunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan dalam

belanja pegawai.
Pasal 44

(1) Pemerntah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawal
fnegerl  sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
maemperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sasual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(#) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
pambahasan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 45

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberikan
dulam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja,
lempat bertugas, kondisi kera, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
partimbangan objektif lainnya.

(#) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk
munyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal,

Ismbahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada
uyat (1) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
burada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Iambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(3

-

L]
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(5) Tambahan pen '
ghasilan
pada_ agat (1) diberikan k
memiliki keterampilan khu.

berdasarkan kel
epada pegawai i si

SUs dan langka

i : da : R
tinggi dan/atay inovasi, Pegawai negeri sipil yang memiliki prﬁ“lama::.}g 52:
(7) Tambahan penghasi
k ghasilan ;
dimaksud pada ayat ) berdasarkan pertimbangan objektif ja

; dala ;
Seperti pemberian uang makar:_ rangka peningkatan kesejahte

Kriteria pemberian

(1) ditetapkan dengan b Bupaﬂan sebagaimana dimaksugd dalam Pasal 44 aya

Belanja b Pasal 47

unga sebagaimana dim k
menganggarkan awsud dalam Pasal 42 hurf p g :
(principal Gutstandpﬁinglmfy:gg bunga utang yang dihitung at:; kewt;j'ig;gnlmakan untuk
menengah dan | orcasarkan  perjanjian pinjaman | ok utang
jangka panjan piniaman  jangka pendek, jangka

Pasal 48

aksud dalam Pasal
mp‘uksn kepada Perusahaan/lem

(1) Belanja subsigi sebagaimana dim

@92 yang menghasilkan proguk k:t;ﬁ Pada ayat (1) adalah

ma |
syarakat. 1asa pelayanan umum

(3) Perusahaanframhaga '
. penerima belan; idj
(1) harus terlebih dahulu dilakukan aLFr.'j:’?t ::Eas;dra?
(4) Audit keuan o
d

bagaimana dimaksud pada ayat

gan sebagaimana dim
Engan ketentuan Peraturan Pery

(5) Dalam rangka pertan

aksud pada ayat (3) dilakukan

ndang-undangan, oleh BPK sesyaj

y | ggungjawaban
sebagaim pelaksanaa ;
perta?ngguﬁ”? dmaksud pada ayat (1) wailp . PENEMa  subsid
gjawaban penggunaan g /0 menyampaikan  Japoran

ana subsidi kepada Bupati,

dimaksud i
keperluan perusahaan/iembaga paneﬂm::ﬁab;gf';;g:lgnggarkan sesuai dengan
e

APBD dan atay Perybg
. i raturan Dae
dituangkan daiam Perscye. Bigaatlp Yang Peraturan pelaksanaannya ;:er:egfuﬁ

(6) Belanja subsidi sebagaimana
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Pasal 49

H' Walanje hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d digunakan untuk
msnganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
Pamieniniah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan
Wyanisasl kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

{8} Balanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
keusngan deerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14 Pamberian hibah dalam bentuk uang atau dalam hentuk‘baranglatau jasa dapat
Wbwilkan kepada Pemerintah Daerah fertentu sepanjang ditetapkan dalam
Paraluran Perundang-undangan.

Pasal 50
(1) Mibah  kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang  peningkatan
punyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah.

{4 Mibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan
pwlayanan kepada masyarakat. 1

(%) Mibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.

(4) Mipah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara
fungslonal terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 51

(1) Melanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) bersifat bantuan
yang tidak mengikattidak secara terus menerus dan tidak wajib sertaﬁarua
dlgunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian
hibah daerah,

(#) Mibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan
balwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan
keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang
panyslenggaraan Pemerintahan Daerah.

(4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud paqa a-,r.:at (1) sekurang-
kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan Jumlah
uang yang dihibahkan,
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Pasal 52

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e digunakan untu
menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosia| kemasyarakatan dalam
bentuk uang dan/atau barang kelompok/anggota Masyarakat dan partai politik.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tida
terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaanny.

dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan denga
Keputusan Bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan

bahwa pemberian bantuan tersebut fidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran,

(4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial,

Pasal 53

Belanja bagi hasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf digunakan untuk
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada
Kabupaten atay pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau pendapatan
Pemerintah Daerah tertenty kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuaj dengan
ketentuan Perundang~undangan.

Pasal 54

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g digunakan
untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari
Provinsi kepada Kabupaten, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah
lainnya atau dari Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah desa dan Pemerintah

Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

peruntukan dan Penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah
Daerah/ Pemerintah Desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peruntukan dan Penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(4) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran
pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
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Pasal 55

h adalah
{1} Bulanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf

[ ' i tidak diharapkan berulang
i sifatnya tidak biasa dan i : Bobinal
b Hanlglataar:} ii[;%ana alam dan bencana sosial yang hdal.-;ad;pgl :b?:an
'.:" |mn: l::?fnu l?ggsifat tanggap darurat, termasuk pengembalian a
umny

jiarimann daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

' tuk
_ : : : d pada ayat (1) yaitu un
Keg ' k biasa sebagaimana dimaksu tabilitas
L ool ?aatm:!&;:stxlr?'la rangka pencegahan gangguan te?;:ﬁﬁan?an dan
mmu.tfngg::':an Pemerintahan demi terciptanya keamanan,
Yo

sleiliban masyarakat di daerah.

[ [ h tahun-tahun sebelumnya yang
kelebihan penerimaan daera | g
lll :::ﬁmsmlnm;a?:gsaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung deng

kil yang sah.
ek Pasal 56

' | 42 huruf a dianggarkan pada
i imana dimaksud dalam Pasa ; .
" ::II::]I: g%%ﬁgsﬁgﬁ:nﬂzn sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

: - ial, belanja bagl
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bam;:ga:?iﬂana din!laksud
(#) Belanja bung bantuan keuangan dan belanja tidak terduga o o hLwith B
. I3 Tt b, hurth & hurul et o, hurtk , hurut g
am Pa = '

dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 .
. Belanja Langsung

Pasal 57
' i Pasal 41
ok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagla_lmaqg dimaksud dalam
:;:I'm huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
# lDslanja pegawai;
b Nalanja barang dan jasa; dan

¢ Haelanja modal.
| Pasal 58

digunakan untuk
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pas;lj-;hhuruf a dig
A m::Inklsanakan program dan kegiatan Pemerintahan Da ;
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(2) Belanja Pegawai sebagaimanaz dimaksud Pada ayat (1) mencakup pengeluaran

honnrarium!upah, uang lembur dan belanja beasiswa, kursus, pelatihan, sosialisasi
serta bimbingan teknis.

Pasal 59

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b digunakan
untuk menganggarkan Pengadaan barang dan jasa yang nilaj manfaatnya kurang

dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan Program dan kegiatan Pemerintahan
Daerah,

(2) Belanja barang dan_ jasa sebagalmgna dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja

pemulangan Pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan
barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

Pasal 60

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 57 hyruf ¢ digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untyk digunakan dalam

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksug pada ayat (1) Yang dianggarkan
dalam belanja modal sebesar harga beli/lbangun aset ditambah seluruh belanja

yang terkait dengan pengaﬂaampembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.

{3) Bupati menetapkan batas minimal kapasitas (capabilization threshold) sebagai
dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 61

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal untuk melaksanakan Program dan kegiatan Pemerintahan Daerah
dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan,
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Bagian Ke[ima
Surplus/ (Defisit) APBD

Pasal 62

belanja daerah
tara anggaran pendapatan daerah gengan anggaran
antar ‘ :
::::::;kihatkan terjadinya surplus atau defisit APB

Pasal 63

g
1

besar dari anggaran belanja daerah.

sosial,

] 3 E ¥ =
' L } .

i dasar masyarakat
m dan kegiatan pelayanan boty:.
< diwujUdka?kdilapn«;dzegﬂtﬂprzga?g secara fungsional terkait dengan tugasny
' arka :
r:::gk::aang%in program dan kegiatan tersebut.
Pasal 64

: e

' h.
Il dari anggaran belanja daera _ R
i D diperkirakan defisit, ditetapkan pamblayg;n uu::!ui::ungan pas
P it s hPB' . nya dapat bersumber dari sisa le |:;e T
e d'an::arﬁjrgnya pencairan dana cadangan, hasi np:eﬁn T Dt
s ;ngﬁar:ir;)izhﬁan pen;arimaan pinjaman dan penerimaa
a : I
:;?;?nahrrt agu penerimaan piutang.
Bagian Keenam
Pembiayaan Daerah

Pasal 65

a . |

iayaan.
yenerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiay
| Pasal 66

Pen im m Pasal 65 mencakup
| erimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa
(1
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun an

_ aran .
Pencairan dana cadangan; ggaran sebelumnya (SiLPA);

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
Penerimaan pinjaman daerah: |

a0 oo

Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
f. Penerimaan piutang daerah.
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dal

a. Pembentukan dana cadangan; am Pasal 65 mencakup :

b .

. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah:
€. Pembayaran pokok utang; dan |
d. Pemberian pinjaman daerah.

Pasal 67

(1) F’ernhiayaan neto m
erupa i
pengeluaran p-ambiayaan? kan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan

2 g aﬂ,

Paragraf 1 '
ran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
Pasal

Sisa Lebih Perhitungan Angga

SiLPA sebagaimana dimaksud
cakup pelampauan

penerimaan PAD pelam
‘ : aua
pPenernmaan  lain-lain PEﬂ;ﬂpatgn pg:;‘:;r:aan dana perimbangan, pelampauan

pembiayaan, penghematan belanja, kewaliba yang sah, pelampauan Penerimaan

akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana :E;;?::?alﬁ;igfk keliga sampsi dengan
an.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 69

(1) Pemarintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam

sl tahun anggaran.

(#) Pambentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

{4) Paraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan
lujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang
diblayal dari dana cadangan tersebut.

(4) Mancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan
Paraturan Daerah tentang APBD.

(#) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan
panetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APED.

(#) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi

khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(#) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu sesual
dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

pembentukan dana cadangan berkenaan.

(#) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan

dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan
Pasal 70

Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (9) walib
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Paragraf 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 71

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan

Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Da

Brus erah yang
grkaqa;amakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah
aerah.
Paragraf 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
Pasal 72

(1) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d bertujuan

gernp:roleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
aerah.

(2) Pinjaman daerah bersumber dari -
a. Pemerintah Pusat:
b. Pemerintah Daerah Lain;
¢. Lembaga Keuangan Bank:
d. Lembaga Keuangan Bukan Bank:
€. Masyarakat®

(3) Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a berasal dari Menteri Keuangan.

(4) Pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

Pasal 73

(1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas :
a. Pinjaman Jangka Pendek:
b. Pinjaman Jangka Menengah:
¢. Pinjaman Jangka Panjang.

(2) F‘Iinljaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pinjaman daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran dan kewajiban
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e ———————

| pinjaman ya
Mhayaran hamba_lh pinjam
l:uruhmrn harus dilunasi dalam ta

Pinjsman jangka
* Mmllplhln pinjaman daerah dalam

ng meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain
hun anggaran yang berkenaan. -
i imaksud pada ayat (1) hur
gl %bag‘::;i:aw:lm lebih dari satu tahun anggaran
- an yang meliputi pokok pinjaman, bunga

ran kembali pinjam . inj b
m l::l.i:.r.lh?;?\ %ZTuzasﬁunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa jaba

Hupatl
L] mﬂﬂﬂlr‘l jangka panjang sebaga
i

Al

#

(4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana d

(4) Pinjaman jangka m

ji hi
{(ialam melakukan pinjaman, daerah wajib memenu

i i da ayat (1) huruf ¢ merupakan
ks gﬁ‘;:r?usitia tahun anggaran dan kewajiban
aman, bunga dan biaya lain
ai dengan persyaratan

i ktu le _
aman daerah dalam 1gngka wa ok o
kembali pinjaman yang melip _
ru‘:';ﬁsz:si pada tpahun-tahun anggaran berikutnya sesu
perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
Pasal 74

at (2)

i sal 73 a
dek sebagaimana dimaksud dalam Pa .’rtahun

I p lama satu
::?u.r?:;‘aklaar? gﬁ:ﬂ;& untuk menutup kekurangan arus kas se

it ksud dalam Pasal 73 ayat (3)

: sebagaimana dima K
Eln]ma:adggg k?mtr:l:ne{r:ﬂg:mhbiahfaig penyediaan layanan umum yang lida
|perguna :
enghasiicin pencrmie™ imaksud dalam Pasal 73 ayat (4)

i i erimaan,
dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan pen

enengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 75

persyaratan

n ditarik tidak

) ; s ng aka
daerah ditambah jumiah pinjaman yang umum APBD

Jumlah sisa pinjaman Juh lima per seratus) dari jumiah penerimaan

melebihi 75% (tujuh pu
tahun sebelumnya;
Memenuhi Rasio kemampuan keuangan daer.

oleh Pemerintah pusat;
o atas pengembalian pinjaman yang berasal dari

ah untuk mengembalikan pinjaman

Tidak mempunyai tunggakan
Pemerintah pusat.
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Paragraf 5
an Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
Pasal 76

Pemberian Pinjaman Daerah d

(1) Pemberian pinjam :

i Jaman sebagaimana di

digunak imaksud dalam P

Psat don/atm & _Menganggarkan pinjaman yang dib o 7% @) b
n/atau Pemerintah Daerah | g diberikan kepada Pemerintah

5 : ainnya.
enenma inj
an pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)

huruf d digunakan untuk
; menganggarkan . i

penerimaan a =195 penerimaan pinjam
anggaran tas penerbitan obligasi daerah yang aka P CEE AT el

garan berkenaan. n direalisasikan pada tahun

(3) Penerimaan kembali .
emb ini -

ayat (1) huruf e dip énan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

e gunakan untuk me i
pinjaman yang diberi nganggarkan posisi peneri ;
lainnya. g diberikan kepada Pemerintah Pusat dan!amuppe;lz}gfam ?ame?;#

(4) Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud

persetujuan DPRD. pada ayat (1) wajib mendapat

Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 77

Penerimaan piutang daerah sebagai

digunakan sebagaimana dimaksud dal :
pihak keﬁg:“tgp':ﬁ?gba;ggarkan penerimaan yang msrr;h;agaalﬁﬁae‘am (1) hurdf f
pemerintan, Pemerintah Dacr lain, Jemibate Koo Con Pendapatan Dacral,
bukan bank dan penerimaan piutang Ia;in:;; baga keuangan bank, lembaga keuangan'

Paragraf 7
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 78

Investasi Pemerintah Daerah sab
:
digunakan untuk mengelola kek

I agaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b
dalam jangka pendek maupun ja

ayaan Pemerintah G i
ngka panjang. Daerah yang diinvestasikan baik
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(1) Investasi

(¥)

(%

(4

(8)

(")

(f

—

Pasal 79

jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko
randah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito
barjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat
fank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi
yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari
ifvestasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat
barharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan
yssha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal
saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah
untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang
lidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik
kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
p-nggunausahaan!pamanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada
BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki
pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

|nvestasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang
disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka palayanan/pemberdayaan masyarakat
sepertl bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 80

(1) Investasi Pemerintah Daerah seba
dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada
jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali

dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal
(investasi) Pemerintah Daerah.

gaimana dimaksud dalam Pasal 78 dianggarkan

(4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah
pendapatan asli daerah
dipisahkan.

Daerah dianggarkan dalam kelompok
pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

Paragraf 8
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 81

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2} huruf ¢
digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang

dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka
panjang.

Bagian Ketujuh
Anggaran Multi Tahunan
Pasal82

(1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan
anggaran multi tahunan (multi years),

(2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
prioritas  yang harus ditetapkan pada sefiap tahun anggaran selama
pelaksanaannya.

(3) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan multi tahunan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
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Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 83

[ i i
(1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumbar-_sumber pemmiyaan lain melalu
kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
i ' 1
(2) Anggaran yang timbul akibat dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam APBD.

Bagian Kesembilan
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 84

isasi dicantumkan dalam
' Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang
" Egtéag rr:j:'usg?;r:.tnahan kode urusan Pemerintahan Daerah dan kode organisasi.

j i digunakan dalam
i atan, Kode Belanja dan Kode Pembiayaan yang
4 :nnﬁ;aig?;:;i ranr;nggunakan Kode Akun Pendapatan, Kode Akun Belanja dan

Kode Akun Pembiayaan. e
[ jeni jek serta rincian
' . kegiatan dan kelompok, jenis, obje
! :::t:\?unﬁ?agnmdr:hmeiFBD menggunakan Kode Emgram. I_(ide Kegiatan dan Kode
Kelompok, Kode Jenis, Kode Objek serta Kode Rincian Objek.

i i i d pada ayat (1), ayat (2) dan
nganggaran kode sebagaimana dimaksu
A E:;rk{tsiﬂﬁrﬁfnp%n grgenjadi satu kesatuan Kode Anggaran yang disebut Kode
Rekening.

Pasal B5

(1) Urutan susunan Kode Rekening APBD dimulai dari Kufie Um:a; PiTu.?r:mt::g:
(merah, Kode Organisasi, Kode Program, K_ndfa Kegll:*t;an. ode \
Kelompok, Kode Jenis, Kode Objek dan Kode Rincian Objek.

(#) Busunan Kode Rekening APBD sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan
diletapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APED

Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 86

Penyelenggaraan urusan Pemerint

ahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
dan atas beban APBD.

Pasal 87

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau

Jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus
dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum
penganggaran,

Pasal 88

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan

kewajiban Pemerintahan
Daerah sebagaimana di

tetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 89

APBD merupakan rencana keuan

gan tahunan Pemerintahan Daerah
oleh DPRD dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 90

yang disetujui

(1) Dalam rangka mewujudkan tercapaianya tujuan pembangunan nasional,
Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan dasar penyusunan APBD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD
dengan menggunakan bahan dari Rencana kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu
| (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten dengan mendorong partisipasi masyarakat.
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imbangkan
[ [ da ayat (3) rnempamrp
ji h sebagaimana dlmakgup pa : e
“ Kg?:;ar;a::g: slanda? pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai deng
E“Hraluran Perundang-undangan.

Pasal 91

[ i ' canaan,
(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara peren
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

i [ [ lum tahun
(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebe
anggaran berkenaan.

i Bupati.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bup

i n
4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoma
” pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 92

rkan RKPD dan
i KUA dan rancangan PPAS berdasa
W Eﬁ:&;agg#:;:u;:czgfg yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara
lain : . )
. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah
a -
dengan Pemerintah Daerah; =
b, Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
¢, Teknis penyusunan APBD; dan

d. Hal-hal khusus lainnya.
Pasal 93

imana dimaksud
KUA dan rancangan PPAS sebagaim
i E;I:m gi;?%?;yr:tnfﬂ?g;&aﬂ dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah. _ d
i sebagaimana dimaksu
2 ancangan PPAS yang telah disusun i
M H:Q:agfgn{f;-lﬁai{:.:;;aikangaleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kep
Eupati, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
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(3) Tata cara penyusunan KUA d
an PPAS sebagai [
berpedoman pada Peraturan Perundang—unzaanzga?:.mana RS eiare 1)

Pasal 94

1 -
(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan

APBD, kebijakan penda
g patan daerah, kebij belani .
pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannyg:j_akan lanja daerah, kebijakan

(2) Strategi pencapaian sebagaim imaksu
langkah kongrit dalam mangapaiig?geirm ¥ P N g

Pasal 95

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat

tahapan sebagai berikut : (1) disusun dengan

8. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah:

b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan:

C.
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Pasal 98

(1) Rancangan KUA dan rancan
. : ingan PPAS sebagaimana dimaksud
ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat parteng:ﬁ:?r:n bllj;:f:a.lfuﬁ

tahun anggaran berjalan untuk di
ibah i
tahun anggaran berikunya as dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD

(2) Pembahasan sebagaimana di ' >
Badan Anggaran DEI;’RD. na dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama

3) R
(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selanjutnya disepakati meniadi :
bulan Juif tahun anggaran berj'if’;n,a" menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir

Pasal 97

(1) KUA dan PPAS yang telah dise i di
: : pakati dituangkan k
ditandatangani bersama antara Bupati dengaﬁ ;rr‘np?n::';n;;;ta Gl

(2) Dalam hal Bupati berhalan
alar gan, yang bersangkutan da ' '
diberi wewenang untuk menandatangani nuta?ceaepakagrl: énu?'érg:‘;gigbat R

(3) Dalam hal Bupati berhalangan teta
_ ! P. penandatanganan nota k
PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yangabs:ﬂr?;i; g
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Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 98

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1),
TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan
RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

b
c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d

Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, Kode Rekening
APBD, Format RKA-SKPD analisa standar belanja dan standar satuan harga.

(4) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat awal bulan Agustus tahun

anggaran berjalan.

(4) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(8) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka. menengah daerah, prakiraan maju, penganggaran Jferpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

(0) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

(1) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(§) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana

kerja dan anggaran.

() Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaiman dimaksud pada
ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
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Pasal 99

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pnsa!_gﬁ ayat (5) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja,
analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal,

(¢) Indikator kinfarja s._ebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan
yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

[3) 'I]ndill:atur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masukan, keluaran dan
asil.

) Capaian kinerja selbaga‘imana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi
kerja yang akan_dtcs!pal yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap programdan kegiatan.

5) T;rgat kinerjal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

6) Analisa standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian

tevqajtaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
egiatan.

7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga

satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

B) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak
ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah.

J) Tolak ykur‘ kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan ukuran
prestasi qua yang alkan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan
faktor I-cgahtas, kuantitas, efisiensi dan efekiifitas pelaksanaan dari setiap program
dan kegiatan,

Pasal 100

) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta
rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian

objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.

J] Bepcana pendapaial_'l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok,
Jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima
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oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan,

(1) Rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok belanja
tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek dan rincian obyek belanja.

(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kelompok
penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan
pengeluaran pembizayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian cbyek pembiayaan.

Pasal 101

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) juga memuat informasi
lentang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja
yang akan dicapai dari program dan kegiatan,

(¥} Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi organisasi. .

(1) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama organisasl atau
nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(1) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl
Indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja. '

{h) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama program yang akan
' dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama kegiatan yang akan
tlaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 102

Helanja langsung yang terdiri dar belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
liwlan|m modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKFD.

Pasal 103
(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(¥) HKA-SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selakul
HKPD.

(1) NKA PPKD digunakan untuk menampung :
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a Per_*aerimaan Pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana
perimbangan serta lain-ain penerimaan yang sah:

b. Ee[;nja ‘bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosjal, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terdugs;

¢. Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.

(4) Mekanisme dan tata cara pPenyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD dan kode rekening
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kelima
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 104
(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD
dibahas lebih lanjut oleh TAPD, P P untuk

{2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d!!a!‘-slukan Lnfuk
menelaah :

8. Kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, perkiraan maju pada RKA-SKPD
tahun berjalan yang disetujui tahun laly dan dokumen perencanaan lainnya;

b. Kesesuaian féncana anggaran dengan standar an'alfsa belanja dan standar
satuan harga;

c. Kai_engkapan instrumen pengukuran kiner]'é yang meliputi capaian kinerja,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal:

d. Proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya:
e Sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.

(3 Qalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan,

Pasal 105

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan PENyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Pejabat
Fengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Bupati
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(4)

(6)

(1)

(2)

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat,

Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban
Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran
yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 106
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan kepada
DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri darj -

a. Ringkasan APBD: .
b.  Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasl;

¢. Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan:

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasl,
program dan kegiatan:

®. Rekapilulasi belanja daerah untuk .keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

f. Daftar jumiah pegawai pergolongan dan perjabatan:

. Daftar piutang daerah;

h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

I Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
| Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

I Daftar dana cadangan daerah: dan
m. Daftar pinjaman daerah,
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BAB VI
PENETAPAN APED

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 107

(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta
lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan nota keuangan.

Pasal 108

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
mendapatkan persetujuan’bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan
APBD dengan KUA dan PPAS.

(3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APED. DPRD dapat
meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat {3] dituangkan dalam
dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama
1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 109

(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana
tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani

persetujuan bersama.

(1) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupat|
menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 110

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan
pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun

anggaran sebelumnya.

(¢) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setisp bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap sepert|
belanja pegawai, belanja layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 111

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayal
(1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan.

() Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan -sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan

belanja yang bersifat wajib.

() Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
lahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang
dan jasa.

(1) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 112

Hupall dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayal
(1) sotelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.
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Pasal 113

“elampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam pasal
111 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan
unjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
litetapkan dalam Undang-Undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bungq
injaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali
‘emerintah Daerah.

Pasal 114

1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) disusun
dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

3) Pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan,Gubernur.

1) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

a. Ringkasan APBD;
b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program dan
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

f.  Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
Daftar piutang daerah;

7 o

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j.  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain:
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k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

. Daftar dana cadangan daerah; dan
m. Daftar pinjaman daerah.
Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APED

Pasal 115

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD
dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan
oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk
dievaluasi.

(?) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :

a. Persetujuan bersama b&ntara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap -
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD:

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD:

¢. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD; '

d. Nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota
keuangan pada sidang DPRD. :

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan
keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara
kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi
danfatau Peraturan Daerah lainnya,

(4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah kabupaten yang terkait.

(f) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan
(iubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja
lerhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud

() Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan
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(B)

(9)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak
sesuai dengan kepantingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindakianjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap
menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud
sekaligus menyatakan berakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan pernyataan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur,

Pasal 116

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (8) Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

Pencabutan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3)
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran AFBD

Pasal 117
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2)

(3)

(4)

(5)

(4

Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupatl
lentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupatl
tentang penjabaran APBD kepada Gubemur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.

Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi
Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah.

BAB Vi
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 118"

Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara diberikan
hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Bupati diberikan biaya penunjang operasional untuk menunjang kegiatan
oOperasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial,
perlindungan masyarakat dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan
kesatuan dan persatuan bangsa yang disesuikan dengan kondisi keuangan daerah
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efekiifitas, kehematan dan kepatutan
dan akuntabel,

Hak-hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

BAB VIII
PELAKSANAAN APED

Bagian Kesatu
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 119

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.
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2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

(4) Jumiah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertingai untuk
setiap pengeluaran belanja.

(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam
keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
danfatau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerahe untuk
tUjuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(%) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif
efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 120

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun

rancangan DPA-SKPD.
(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran

yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
Mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta

Pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama &
(enam) hari kerja setelsh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 121

Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD
DPA-PPKD digunakan untuk menampung :

4. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dar dana
perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah:

b.  Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

€. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Mekanisme dan tata cara penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

PAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala
SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD.

Derdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah dan Badan Pemariksa
Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 123

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD

Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tisampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
HKPD



(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 124

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur
ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah

disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 125

(1) Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Pasal 126

(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Bendaharawan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening
Kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Pasal 127

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dan penjualan,
tukar-menukar, hibah, asuransi danfatau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana
anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
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Pasal 128

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada
pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjad
dalam tahun yang sama.

{(#) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 129

Hsmua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
filaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagal pendapatan
taerah.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Fasal 130

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(¥) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbul dari penggupaan bukti dimaksud. ;

(%) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam
lembaran daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

() Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Daerah ini.

Pasal 131
{1) Pemberian subsidi, hibah, bentuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana

Uimaksud dalam Pasal 42 huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf g dilaksanakan alas
persetujuan Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk.
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2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab
atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib
menyampaikan laporan pertanggunjawaban penggunaannya kepada Bupati.

) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

4) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.

5) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 132

1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dilaksanakan
atas persetujuan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

') Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerimaan bantuan agar
menyampaikan !aperan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada
Bupati.

Pasal 133

'} Dasar pengeluaran anggaran belanja fidak terduga yang dianggarkan dalam -APBD
untuk mendanai penanggulangan bencana alam danfatau bencana sosial yang
tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

'} Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada
DPRD paling lambat | (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 134

endahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
innya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya
2 rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai
ank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan
erundang-undangan.
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Pasal 135

Untuk kelancaran pelaksanaan lugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapal diberikan uang persediaan (UP) yang dikelola oleh
bendahara pengeluaran.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

y Paragraf |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelunnnya

Pasal 136

BILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

#  Menutupi defisit anggaran _ap"ab'rla realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;

b, Sumber pembiayaan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban
belanja langsung; . .

. Kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
Pasal 137

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 huruf b
=1lda_sarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DFA
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

{(¥) Beban helanjal langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan seblagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD
menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(1) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisas
pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terebih dahulu
tlakukan pengujian terhadap

i Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D
atas kegiatan yang bersangkutan:

b Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D;
€. SP2D yang belum diuangkan.



(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria ;

a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan,

b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian
pengguna anggaranibarang atau rekanan, namun karena skibat dari force

major.
(6) Mekanisme dan tata cara penyusunan DPAL-SKPD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 138

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.

(2) Dana catangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan %egiatan lain
diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dasrah tentang pembentukan dana
cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah

" mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. '

{(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbakukan ke rekening kas umum

daerah,

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu
dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

() Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat
perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD,

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
selesai dilaksanakan dan target kinerja telah tercapai, maka dana cadangan yang
masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas
umum daerah.
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Pasal 139

Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum
digunakan sesual dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Penerimaan hasil bunga deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam
portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan,

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Deposito;

b, Sertifikat bank indonesia (SBI);

¢. Surat perbendaharaan negara (SPN);

d. Surat utang negara (SUN); dan

&. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai darl dana
cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/
kegiatan lainnya.

Paragraf 3
Investasi

Pasal 140
Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal
(investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan.

Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerimaan
pembiayaan.

Paragraf 4
Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 141
Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas
umum daerah.
Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain,

Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh
dijadikan jaminan pinjaman daerah.
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(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang
melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 142

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 143

(1) Pemerintah Daersh wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewsjiban
pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam MNeger setiap akhir

semester tahun anggaran berjalan,
(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
Jumlah penerimaan pinjaman;
Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
Sisa pinjaman. :
Pasal 144

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau ub!igési
daerah yang telah jatuh tempo.

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati ~dapat melakukan pelampauan pembayaran
mendahului perubahan atau setelah perubahan APED.

(3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi
anggaran.

Pasal 145

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

(2) Pembayaran bunga pinjaman danfatau obligasi daerah dicatai pada rekening
belanja bunga dalam belanja daerah.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunga dalam belanja daerah.
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(#) I-‘embayarap pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok
utang yang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.

Pasal 146

(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(?) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurana.
mengatur mengenai ; B yat (1) rang-kurangnya

n Pqutapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk
kebijakan pengendalian resiko:

b. Perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah:

¢. Penerbitan obligasi daerah;

d. Penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
o Pem‘belian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;

. Peiunasan: dan

i, Akt_[vitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder
obligasi daerah,

-Paragraf 5
Piutang Daerah

Pasal 147
(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan dan kekayaan

daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya
dengan tepat wakitu.

{#) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

(1) Piutang atau tlagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat
Jatuh tempo, diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 148

(1) Plutang Idaerah jenis tertentu mempunyai prioritas  untuk  didahulukan
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
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(2) Jenis Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang
pajak daerah, piutang retribusi daersh dan piutang daersh lainnya yang diatur
tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 149

(1) Penyelesaian Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara
penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

(2) Penyelesaian Piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara penghapusan piutang daerah.

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai
piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan

Perundang-undangan.

(4) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh ; ’

a. Bupati untuk jumiah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah);

b. Bupati dengan persetuyjuan DPRD untuk jumlah lebih  dari
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).

(5) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 150

{1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 151

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada
Bupati.

(2) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas piutang SKPKD dari pihak kefiga harus
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran

berjalan.
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BAB IX
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 152

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA:

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

€. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan
@. Keadaan luar biasa,

Perubahan APBD hanya dapat diiakukan 1 (satu) kali daiam | (satu) tEhLIn
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta Priotas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APED

) Pasal 153
Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Kq,ﬁ; Isehagalmana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dapat berupa
terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonom makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.

Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a ke dalam rancangarn
kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APED.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan
mengenai :

a8, Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
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b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan
APBD dengan mempertimbangkan sisa waklu pelaksanaan APBD tahun

anggaran berjalan.

c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan

d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepgda DFRD paling lambat
minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling
lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran
berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 154

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam
nota Resepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati denban pimpinan DPRD

dalam waktu bersamaan.
Pasal 155

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, TAPD
menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang
dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi

kepala SKFPD.
(?) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria
DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan
dan pembiayaan,
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b.  Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah
kepada PPKD: S

¢. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APED, PPAS
perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-
SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.

() Pedcman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
ﬂab_agaJmana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 156

Iata cara penyusunan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Iasal 155 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati,

Pasal 157

(1) PerubahanIDPﬁ.-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat
berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
dari yang telah ditetapkan semuia.

(2) I"eningif:atan atg:u pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

(1) Dalam forrnqt !:IIPPA-EKPD dijelaskan capaian target kinérja, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum
tilakukan perubahan maupun setelah perubahan. ‘

(4) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dar|
yang telah ditetapkan semula.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Pasal 158
(1) I'mgesgran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar

obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan
dalam DPPA-SKPD

(#) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.
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(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas

persetujuan Sekretaris Daerah.

{4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD.,
(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan danfatau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran

perubahan APBD.
(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Bupati.

' Bagian Keempat .
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sehalumnya
Dalam Perubahan APBD
Pasal 159

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

152 ayat (1) huruf ¢ dapat berupa .

a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaul
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 144 ayat (2),

b. Melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
Pemerintah;

d. Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137,

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran

berjalan; dan

f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian tar inerj iti
‘ get kinerjanya ditingkatkan darl
éangtteégh i:lltetipkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran bgn'alan yang
apat diselesaikan sampal dengan batas akhir penvelesaia
dalam tahun anggaran berjalan. s "

() Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumn
| _ ya untuk pendanaan pengeluaran
sebagalmqna dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢ I:Ilizlansll'mrl.n’ f
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. '

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumn
! : ya untuk mendanal pengeluaran
?—,ﬁﬂ?ggﬁ dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dghuﬁ.: dalam

(8) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumn i
| ! ya untuk mendanai eluaran
Eﬁ%akggna dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dg:unﬁ.l dalam

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

. Pasal 160 *
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152
m t
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : W SIS

0. Bukan merupakan kegiatan nomal dari aktivitas Pemerint
dapat diprediksikan sebelumnya; erintah Daerah dan tidak

b, Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
€. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap angaaran dal
yang disebabkan oleh keadaan darurat. hke S, Tangka pemulien

)] L E:m I:ead;qn darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
ersedla anggarannya, yang selanjutnya diu
rocipiMpcmndh yang jutny sulkan dalam rancangan

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia '
anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. :

(1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

#. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulan i '
: : g capaian targel kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; daniatgau ]

b Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
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[ i k belanja untuk
5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasu
! kepgriuan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang

APBD yang bersangkutan.
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
mencakup
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannysa belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerahdan masyarakat.

i [ inerj i lainnya dalam
7} Peniadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
Htahdn anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

() Dalam hal keadaan darurat terjad setelah ditetapkannya perubahan APBD,

i belum tersedia
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang be :
anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

iatan-keqi i i da ayat (9)
10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana qnmaksud pa
2 difﬂmtﬁasﬁmn terlebih dahulu dalam RKA-SKPD unt_uk dijadikan qasar pengesahan
DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

L1 5 3 darurat
Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalegn keadaan
i sebagaimana ?:‘:‘Imgksud pada ayat (2) dan ayat (9) terlebih dahulu ditetapka
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 161

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam F-‘a_sai 152 _ayat (1) huruf
merupakan keadaan Yyang menyebabkan estimasi penermaan dan/ata
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar da

50% (lima puluh persen).

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada fa:.rat (1
merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dal

AFEBD.

R

Pasal 162

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru
danfatau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

(#) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
lerlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(1) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-
SKPD.

(1) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan kedua APBD.

Pasal 163

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), maka dapat dilakukan penjadwalan
ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam
tahun anggaran berjalan. .

{#) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. .

(1) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 164

{1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

{¥) Pembahasan cleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD
dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum
perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan
#lau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja,
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indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar
pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program
dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD
melakukan penyempumaan,

Pasal 165

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD,
disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD
Paragraf |
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 166
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang

.

penjabaran perubahan APED yang disusun oleh PPKD memuat pendapdtan, belanja
dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 167

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
beserta lampirannya.

(2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. Ringkasan perubahan APBD;

b. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
organisasi;

. Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

(1)

()

(1

¢

(4

L)

d. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

€. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

f.  Daftar perubahan jumiah pegawai per golongan dan per jabatan;

q. Daﬂa{ kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesalkan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

h. Daftar pinjaman daerah.

Pasal 168

R_anc:angan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 166 terdiri dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.

Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirj-
dari:

a. Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah; dan

b. Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 169

Rancangan Peraiuran Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan
kepada masyarakat,

Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah’ tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifai memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan
APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

tilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
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Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD

Pasal 170

(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD,
beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Septemb
tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
disertai dengan nota keuangan perubahan APED.

(3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daera
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan um

perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Bupa
dan pimpinan DPRD.

(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daera
tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 171

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semesteran pertama APBD d
progmosis untuk 6 (enam) bulan berikutriya. .

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan, untu
dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusuna
prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 172
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang

penjabaran perubahan APBD ditetapkan menjadi Perasturan Daerah dan Peratu
Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur,
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Paragraf 3
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 173

(1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dar
menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) harl kerja setelal
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.

(?) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya haru
disalin kemball ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuar
Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rinclan obyel
pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atay
pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang

perbedaan jumiah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
dilakukan perubahan,

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD
berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah. i

BAB X
PENGELOLAAN KAS
Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
' ' Pasal 174 -

(1) Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada
bank yang sehat.

(¢) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 175

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Pemerintah Daerah.

(¥} Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

87



Potongan Taspen;

Potongan Askes,

Potongan PPh;

Potongan PPN,

Penerimaan titipan uang muka; dan

-~ P AP g W

Penerimaan uang jaminan;

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
Penyetoran Taspen,

Penyetoran Askes;

Penyetoran PPh;

Penyetoran PPN,

Pengembalian titipan uang muka; dan

® a0 T ®

f. Pengembalian uang jaminan.

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai
penerimaan perhitungan pihak ketiga.

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepert dilakukan sebagai’

pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) Informasi penetimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah.
Pasal 176

Mekanisme dan tata cara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud Pasal 174 dan pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 175 diatur dalam Peraturan Bupati.

g8

(1

(2)

(1)

(<)

BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesaty
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 177

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasal
uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesual
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat
yang timbul dar penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 178

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD:
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM:
Pejabat yang diberi wewenang mendesahkan SPJ:
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D,
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran:

- B o o

Eendghar:_a pengeluqran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD,

0. Bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara I
SKPD: dan ra pengeluaran pembantu

Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan.
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(3) Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan,

(4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
pendapatan daerah;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti
penerimaan lainnya yang sah; dan

e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan
pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 179

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank Pemerintah
yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ke tiga;

b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh
pihak ketiga; dan

c. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak kefiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak
ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
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(4) Eendahar&_ penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum
daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga,

(6) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang
dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi
pada bank atau giro pos.

(B) Atas pertirpbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi
transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagalimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 180
(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya,

(4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan :

d. Buku kas umum;
b.  Buku pembantu perincian objek penerimaan; dan
€. Buku rekapitulasi penerimaan harian.

(1) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan : ' o

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

€. Surat Tanda Setoran (STS);

d. Surat Tanda Bukti Pembayaran: dan

@.  Bukti penerimaan lainnya yang sah.

(1) Hﬂnda_hara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
fdministrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna
fAinggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

(#) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku
HUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

9



(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) dilampiri dengan :

a. Buku kas umum:

b. Buku pembantu perincian objek penerimaan;
¢. Buku rekapitulasi penerimaan harian: dan

d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
dalam rangka rasionalisasi penerimaan.

(9) Mekanisme dan tata cara verfikasi, evaluasi, analisis, pertanggungjawaban,
penetapan dan penyetoran serta penatausahaan penerimaan daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 181

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis
wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya
langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor-pos- yang-bertugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk
bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara p'enen'maan pembantu wajib n'.lenye'tur seluruh penerimaan ke rekening
kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dar
pihak ketiga.

(3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi, dapat melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat
(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(4) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggungjawabnya.

(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan Pertanggung
jawaban penerimaannya kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5§
bulan berikutnya.

Pasal 182

(1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor po& yang
bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan,

(4) Bank, h«adar}, lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampalkan laporan
pB?JrLanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Bupati melalul

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 183

(1) Persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan permintaan
pembayaran dilakukan melaui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.

(¢) Pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan SPP-LS melalul pejabat
penatausahaan keuangan pada SKPD kepada Pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.

(4) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Bandahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD
mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk
keperluan satu bulan. i

(8) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan rinclan
fengana penggunaan dana. E .

() Untuk penggantian dan penambahan penggunaan uang persediaan, bendahara
pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(f) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus
mendapat dan waktu penggunaan.

Paragraf |
Penyediaan Dana

Pasal 184

(1) Setelah penetapan anggaran kas,
menerbitkan SPD.

PPKD dalam rangka manajemen kas
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(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk
ditandatangani oleh PPKD.

(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.

(4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan,
pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 185

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3), bendahara pengeluaran
mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui
PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari -
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. - SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d. SPP Langsung (SPP-LS).

*(3) Pengajuan SPP sebagaitana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢
dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis
belanja.

(4) Penerbitan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(5) PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 186

(1) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU SPP-TU, SPP-L8 sebagaimana dimaksud dala
i L] (] m
Pasal 185 ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah una a
pengguna anggaran menerbitkan SPM. R

(¢) Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185 ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak bi ¥
SPM-TU, SPM-LS. g9 ak menerbitkan SPM-UP, SPM-GU,

() SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang telah diterbitkan seb
: ' i S, agaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BUD/kuasa BUD untuk panarbitani..‘?PZD.

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 187
(1) BUD/Kuasa Euplmeneliti kelengkapan dokumen SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU,
SPM-LS yang disjukan-oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar

pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi pers
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-uncfangagn, persyaratan yang

(#) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan’ SP2D adalah surat pamy'alnan
tanggung jawab Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(9) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup;

8. Surat peryataan tanggung jawab penaauna angaar
anggaran, pengg ggaran’kuasa pengguna

b, Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

(4) Keiengkagan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
linggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

(8) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :

# Surat pernyataan tanggung jawab pengguna
ol g j pengg anggaran/kuasa pengguna
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b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu
anggaran, kuasa BUD menolak penerbitan SP2D.

(8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat
yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

(9) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/ kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(10) Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah danfatau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, BUD/ kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.,

Pasal 188

(1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) paling lama 2

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (7)

paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
Pasal 189 ol

(1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/ganti uang persediaanftambahan uang persediaan kepada pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran,

{(2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 190
Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup :

a. Register SP2D,
b. Register surat penolakan penerbitan SP2D;
c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.
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Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 191

(1) Bendahara pengeluaran secara adminitratif waji
‘ jib mempertanggungjawabkan
E:sgg:nﬁn :Jangx;;cgsediaanfganti uang persedizanftambah ua%gg rﬂrudlnln
pala melalui PPK-SKPD i
iy paling lambat tanggal 10 bulan

(?) Dalam melakukan verifikasi étas Japnran- an )
PPK-SKPD berkewajiban : pertanggungjawaban yang disampalkan,

8. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertan ungjawaban dan k
i-bukti ea
bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; % bsahan

b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengel inci
: geluaran per rincia
tercantum dalam ringkasan per rincian obyek: n obyek yang

c. Lﬂenghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
arn :

d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM d '
sebelumnya. ’ an SP2D yang diterbitkan periode

H gg’l (]

Pasal 192

Pengguna anggarankuasa pengguna an i
: ggaran melakukan pemeriksaan kas yan
gl:;;;l;abaﬁ;ah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekali dl;lunE
ulan.

Pasa1 193

:I'I:::Tisme dan tatacara penatausahaan pengeluaran kas diatur dalam Peraturan
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BAB XII
AKUNTANS| KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi

Pasal 194
(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi

Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Peraturan
Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah,

(2) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam  rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer,

(3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun laporan
keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca
_c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuéngan.

(4) Entitas Akuntansi sel:!_agaimana dimaksud pada ,ayat (1), menyusun laporan
keuangan yang meliputi :

a. Laporan realisasi anggaran;
b.. Neraca; dan
c. Catatan atas laporan keuangan.

(5) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi :

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
d, Prosedur akuntansi selain kas.

g8

() Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (86)
diselenggarakan pada SKPD dan SKPKD

(1) Sistem al-_cuntansi Pemerintahan Daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(H) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman Pada prinsip pengendalian intern dan standar
akuntansi Pemerintahan.

(V) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh PPKD,
(10) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(11) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan
;|Eten'lj dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara
engeluaran,

Pasal 195

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan
Eaerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi
nggaran.

(¥) Kode rekening untuk menyusun laporan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat
Hk,‘r _Itea;dgi dari kode rekening aset, kode rekening kewajiban, dan kode rekening
R ana. o

(1) Kode rekenin_g_ untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
ayat ;1] terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun
pembiayaan,

(1) Kode rekgm‘ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan  kepentingan penyusunan  laporan  statistik keuangan
Daerah/Negara.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasa1 196
(1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi untuk dijadikan

dasar pengakuan._ Pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta bentuk pelaporannya.

(¥) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
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a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laparan
keuangan; dan
b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
(3) Kebijakan akuntansi sebagaimana? dimak_sud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah,
Pasal 197

(1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
Pemerintah Daerah.
i i i SKPD vyang
ala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun |aporan .
= ;Esgmpaixan kepada F?PKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah
Daerah,
Bagian ketiga
Prosedur Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Aset pada SKPD

Pasal 1988

i i da SKPD melip
1) Prosedur akuntansi penerimaan dan pengelrua@n kas pa :
! serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, samapai dengan laporan
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atal

menggunakan aplikasi komputer.

i F iputi laporan akuntan
sedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dgm pe
{2} :tr:s perolehan, pemeliharan, rehabilitasi, perubahan kiasifikasi dan penyusuta
terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.

(3) Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ol
PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.

BAB Xl
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 199

(1) Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah.
(2) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya.
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(1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah ¥ang berada dalam Penguasaannya dengan
sebaik-baiknya,

Pasal 200
Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan

kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efesiensi, efektif dan transparan dengan
Mmengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undanuln.

Pasal 201

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah,
(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup |
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil dan kerja
sama pemanfaatan barang milik daerah:

c. Barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena Peraturan Perundang-
undangan; dan

d. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan,
- - Pasal 202
{1) Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan
, lerhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilalan,
penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan,

(#) Barang milik daerah yang diperiukan untuk melayani kepentingan umum tidak
dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan atau
digadaikan.

Pasal 203
{1 Pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 202

fyat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atay disertakan sebagal modal
Pemerintah Daerah mendapat persetujuan DPRD.

{#) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk -
@ Pemindahtanganan Tanah dan/atau Bangunan;
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b. Tanah danfatau Bangunan sebagaimana dimaksud huruf a tidak termasuk
tanah dan/atau bangunan yang :

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

2. Harus dihapuskan karena anggaran uniuk bangunan pengganti sudah
disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

3. Diperuntukan bagi Pegawai Negeri;
Diperuntukan bagi kepentingan umum; dan

5. Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak
secara ekonomis.

¢. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
bernilai tidak lebih dari Rp 5.000.000,000,00 {lima miliyar rupiah)

(3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran
Pendapatan dan Belanja .

Pasal 204

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan
dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggunjawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disispkan oleh PPK-SKPD dan
disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan
realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sera
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
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berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagal dasar
penyusunan laporan realisasi semester Pertama APBD paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir,

Pasal 205

(1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan pragnosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta pragnosis untuk 6
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (4) paling
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampalkan
kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah,

(e

—

I_apnran realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya.

(

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk & (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD pallhg
lambat akhir bulan juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Ta.huna_n

Pasal 206
(1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangar® SKPD tahun anggaran blarkenaan dan

diﬁampaikan_ kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai |aporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

(¢) Laporan keuapgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 207
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1)

disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah
lahun anggaran berakhir,

(¥) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat
pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD
yang menjadi tanggung jawabnya.

() Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
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a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca: dan
c. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diia!mgjri dengan
surat pernyataan Kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
Jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesua dengan peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 208

(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah I:}aerah Ldengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran
berkenaan.

" : . 1)
2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai_mana dimaksud pada ayat (
“dispa?npaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ku?rdlnatur
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.; . .
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca; ¥
¢. Laporan arus kas: dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Laporan kauéngan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi
Pemerintahan.

(5) Laporan keuangan Pemerintahan Daerah set.naggimqna dimaksud pada ayat (2)
dilampiri _dengan |aporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan
BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan ,ﬁPED
yang menjadi tanggung jawabnya telah disglenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadal, sesua dengan Peraturan Perundang-
undangan.,
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Pasal 209

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) dan ayal (4)
disampaikan oleh Bupati kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir,

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah,

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampaikan rancangan
Peraturan Daerah kepada DPRD.

Pasal 210

(1) Bupati dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayal (2)
Peraturan Daerah ini.

(2) Bupati wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasi|
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga i
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 211

(1) Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
selelah tahun anggaran berakhir.

(#) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Bupat
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapl
dengan lampiran terdiri dari -
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a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 212

(1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) ditentukan

oleh DPRD.

(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 213

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah waijib dipublikasikan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan

yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

: Bagiﬁn Kesatu
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 214
(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumiah
pendapatan tidak cukup untuk menutup jumliah belanja dalam satu tahun anggaran.

(3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan
neto.

Pasal 215

Batas maksimal defisit APBD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 216
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraluran
Daerah tentang APED.

(¢) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/atau
pembentukan dana cadangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian Intern

Pasal 217
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuan.ggq daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
Intern di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.

(2) P_angendarian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian
tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dan kehandalan laporan keuangan,
efisignsi dan efektivitas pelaksanian program dan kegiatan serta dipatuhinya
Peraturan Perundang-undangan,

(4 Pengendalrian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

b. Terselenggaranya penilaian risiko;

C. Terselenggaranya aktivitas pengendalian:

. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi: dan
. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

(1) Penyelenggaraan pengendalian intem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 218

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang
APBD,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi
pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
tugas dan wewenang melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan
panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 219

Pengawasan dana APBD oleh Aparat Pengawas Fungsional dilakukan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 220

(1) Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah,
Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pengawasan

fungsional.

(2) Pengawasan internal mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk
pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan programfkegiatan dan manajemen
Pemerintahan Daerah,

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melalui kegiatan :
a. Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil maupun pemeriksaan terpadu;
b. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program- da
kegiatan.
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Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 221

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuan

| gan daerah dilakukan oleh
HPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pameriku:n
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut

Pasal 222

(1) Kepala SKPD wajib menindaklanjuti rek il

(¥) Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewaii i i
] jiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lai i
Peraturan Perundang-undangan. Rl dungar?

BAB XVII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 223

(¥) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pej i
. , pejabat lain atau pihak
:::gad'}t;ag i:{arer}r(a ze;jrbuatann},ra melanggar hukum atau melalaikan kewn?lhan
lbebankan kepadanya secara langsung merugikan k
mengganti kerugian tersebut, . N i

(4) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan i rugi
ganti rugi, setelah mengetahul
bahwa dalam SKPD yang bersangkutan teriadi ' i
okl g g erjadi kerugaian akibat parbuatan darl

Pasal 224

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan lan
| ah v gsung atau kepala SKPD kepada
Bupati dan q:berrtahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) harl Earja
selelah kerugian daerah itu diketahui.
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(2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dimintakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak
dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat
keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada vyang
bersangkutan.

Pasal 225

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, pejabat lain dan/atau pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) yang dikenai tuntutan ganti

kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan dir, atau meninggal dunia,
penuntutan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampuan/ahli waris,
terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dar
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung jawab pengampuan/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga)

tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang bersangkutan

atau sejak bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampuan/ahli waris
tidak diberi tahu cleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 226

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang
bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai nege
bukan bendahara dan pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tug
Pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
berlaku pula untuk pengelolaan perusahaan daerah dan badan-badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. '

Pasal 227

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga yan
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administra
dan/atau sanksi pidana.
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(?) Keputusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawal negerl
bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga tidak membebaskan yang
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

BAB XVl
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 229
(1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan
fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
(¢) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum;

¢. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayanan kepada masyarakat. .

(J) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan
kebersihan, pelayanan perizinan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar,
pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah dan dana perumahan,

Pasal 230
Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat

#ebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD
yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fieksibitas dalam pengelolaan keuangan.
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BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Momor § Tahun
2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan/Keputusan
Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk
pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 232

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenal
pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati,

Pasal 233
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi,

Ditetapkan di  Wangi-Wangi
pada tanggal 24 -2~ 2010

BUPATI WAKATOBI,
Ttd/Cap

HUGUA
Diundangkan di Wangi-Wangi
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